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BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

3.1.   Objek Penelititian 

3.1.1.   Sejarah Singkat Perusahaan  

          Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 

16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis 

Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan 

Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA 

sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik 

yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 

1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 

1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri 

merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data 

(PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 

1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 

294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan 

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.  

Dasar Hukum :  

1.  Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim 

Koordinasi Telematika Indonesia ;  

2.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.  
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Nomenklatur :  

          BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan 

Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari 

Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika .  

         Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka 

Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Barat disingkat DISKOMINFO, yang 

berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.  

         Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang 

lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya 

persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam 

maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang 

teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat 

mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam 

kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber 

Province Tahun 2012. 

3.1.2.  Visi dan Misi Perusahaan 

1.  Visi 

Terwujudnya masyarakat  Jawa Barat Maju Berbasis Teknologi 

informasi  dan Komunikasi. 
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2.   Misi 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur bidang 

teknologi informasi dan komunikasi. 

2. Meningkatkan sarana prasarana bidang informasi dan 

komunikasi. 

3.  Mengoptimalkan penggunaan sistem pengadaan barang/jasa 

secara elektronik. 

4.   Meningkatkan kerjasama masyarakat pemerintah dan swasta 

dalam pembangunan teknologi  informasi dan komunikasi. 

5.    Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi  kepada 

masyarakat melalui berbagai media. 

6.    Meningkatkan penerapan e-goverment. 
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3.1.3.  Struktur Organisasi Perusahaan 

Dibawah ini merupakan struktur organisasi dari Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Barat. 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DISKOMINFO Jawa Barat 

3.1.4.  Deskripsi Tugas 

 Kepala Dinas  

Tugas Pokok : 

1.  Memimpin, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan bidang 

komunikasi  dan informatika, meliputi : 

 Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik 

 Infrastruktur TIK 

 Aplikasi informatika 
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 Komunikasi dan informasi publik, yang menjadi 

kewenangan Provinsi. 

2. Melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan 

dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat. 

3. Melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Fungsi : 

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang 

komunikasi dan informatika. 

2. Penyelengaraan urusan pemerintahan Provinsi bidang 

komunikasi dan informatika. 

3.   Penyelengaraan evaluasi dan pelaporan Dinas. 

4.  Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

 

 Sekretariat 

Tugas Pokok : 

Menyelenggarakan administrasi dinas, meliputi 

perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian 

dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan 

bidang-bidang. 
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Fungsi : 

1. Penyelenggaraan koordinasi,menghimpun kajian kebijakan 

teknis di bidang komunikasi dan informatika, yang 

dilaksanakan oleh bidang-bidang. 

2. Penyelengaraan perencanaan dan pelaporan, 

pengadministrasian uang dan aset,  kepegawaian dan 

umum. 

3.  Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas. 

4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

  

 Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektonik 

Tugas Pokok : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika. 

2.   Bidang persandian serta bidang statistik. 

3. Aspek tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, 

meliputi standarisasi TIK, tata kelola TIK serta integrasi 

dan interoperabilitas. 

 

Fungsi : 

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan tata kelola 

pemerintahan berbasis elektronik. 
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2. Penyelenggaraaan pengembangan tata kelola pemerintahan 

berbasis elektronik. 

3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang. 

4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

 

 Bidang Infrastruktur TIK  

Tugas Pokok : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika. 

2.  Bidang persandian serta bidang statistik. 

3. Aspek infrastruktur TIK, meliputi pengembangan 

infrastruktur TIK, pengelolaan infrastruktur TIK dan 

keamanan informasi. 

 

Fungsi : 

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 

infrastuktur TIK. 

2. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan 

infrastruktur TIK serta kemanan informasi. 

3.   Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang. 

4.  Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 
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 Bidang Aplikasi Informasi Informatika 

Tugas Pokok : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika. 

2. Aspek aplikasi informatika meliputi pelayanan data dan 

sistem informasi. 

3. Pemberdayaan informasi dan konten. 

4. Penyajian informasi. 

 

Fungsi : 

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 

aplikasi informatika. 

2. Penyelenggaraan pengelolaan aplikasi informatika. 

3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang. 

4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

 

 Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

Tugas Pokok : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika. 

2. Bidang persandian serta bidang statistik. 
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3. Aspek komunikasi dan informasi publik, meliputi 

informasi publik, komunikasi publik serta komunikasi 

kelembagaan. 

 

Fungsi : 

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 

komunikasi dan informasi publik. 

2. Penyelenggaraan pengembangan komunikasi dan 

informasi publik. 

3.    Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang. 

4.  Penyelenggaraan tugas kesekretariatan komisi informasi 

provinsi dan komisi penyiaran informasi daerah. 

5.  Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

  

 Balai LPSE (Balai Pengadaan Secara Elektronik) 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang 

layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 

 

Fungsi : 

1. Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pengadaan 

barang/jasa pemerintah secara elektronik. 
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2. Penyelenggaraan fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik. 

  

3.2.   Metode Penelitian 

3.2.1.   Desain Penelitian 

Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak 

menggunakan paradigma perangkat lunak secara waterfall, meliputi 

proses :  

1. Rekayasa sistem  

Merupakan tahapan awal dalam pengembangan sistem yaitu 

dengan menetapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan 

pembangunan serta dengan menetapkan berbagai kebutuhan yang 

diperlukan kedalam pembentukan perangkat lunak. 

 2. Analisis  

Tahapan menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam 

pembangunan perangkat lunak, seperti identifikasi kembali masalah, 

memahami kebutuhan-kebutuhan pemakai dan hambatan-hambatan. 

 3. Desain  

Tahap lanjutan setelah analisis, definisi dari kebutuhan-

kebutuhan fungsional, penerjemahan dari data yang dianalisis 

kedalam bentuk yang mudah dimengerti oleh user.  
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4. Penulisan program  

Penerjemahan data atau pemecahan masalah perangkat lunak 

yang telah dirancang kedalam bahasa pemrograman tertentu.  

5. Pengujian  

Tahap pengujian terhadap perangkat lunak yang dibangun.  

6. Pengembangan dan pemeliharaan  

Tahap akhir, perangkat lunak yang telah selesai dibuat dapat 

mengalami perubahan-perubahan sesuai permintaan user.  

3.2.2.   Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan yang 

dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada objek 

yang sedang diteliti untuk mendapatkan data primer dan data 

sekunder. 

 

3.2.2.1.   Sumber Data Primer 

Data primer yang digunakan adalah data yang 

didapatkan melalui identifikasi dan informasi langsung dari 

pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 

Barat untuk mendapatkan data yang mendukung laporan ini 

ini.  
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   Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap obyek 

yang sedang diteliti. Langkah ini dilakukan penulis 

dengan mengadakan pengamatan langsung pada saat 

kerja praktek di Dinas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 

khususnya di bagian Dinas Komunikasi dan Informatika 

(DISKOMINFO).  

   Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dengan cara tatap muka dan tanya 

jawab langsung terhadap pihak yang bersangkutan 

mengenai masalah-masalah yang terjadi sehingga 

mendapatkan masukan dalam perancangan sistem. 

  

3.2.2.2.      Sumber Data Sekunder 

Jenis data sekunder adalah data yang dapat 

diperoleh dari referensi buku yang terkemuka yang dapat 

mendukung data primer dan penelitian yang dilakukan. 

Penulis mengumpulkan data – data dan informasi dengan 

cara membaca buku panduan yang berhubungan dengan 

penulisan laporan , serta membaca laporan dari angkatan – 

angkatan terdahulu dan meminjam buku dari perpustakaan. 
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3.2.3.   Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem 

Dalam pemahaman masalah dilakukan pendekatan sistem 

yang merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah 

yang memastikan bahwa masalah dipahami, solusi alternative 

dipertimbangkan dan solusi yang dipilih bekerja. Kemudian akan 

dilanjutkan dengan pengembangan sistem sebagai bentuk aktivitas 

untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk 

menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan 

yang timbul.  

 Metode Pendekatan Sistem  

Metode pendekatan sistem yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan sistem terstruktur dan 

action. Adapun alat yang dipergunakan dalam metode terstruktur ini 

berupa Diagram Alir (Flow Map), Diagram Konteks (Context 

Diagram), DFD (Data Flow Diagram), Kamus Data (Data 

Dictionary), ERD (Entity Relational Diagram), dan Normalisasi 

yang berorientasi pada proses dan data. 

 Metode Pengembangan Sistem  

Metode pengembangan sistem yang digunakan oleh 

penulis yaitu Waterfall Model. Waterfall Model adalah sebuah 

metode pengembangan software yang bersifat sekuensial. Metode ini 

dikenalkan oleh Royce pada tahun 1970 dan pada saat itu disebut 
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sebaga isi klus klasik dan sekarang ini lebih dikenal dengan 

sekuensial linier. Selain itu Model ini merupakan model yang paling 

banyak dipakai oleh para pengembang software. 

 

 


